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RISALAH

RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2015

KABUPATEN REMBANG l

TENTANG

PERSETUJAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015,
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS
KODE ETIK DAN TATA BERACARA DAN
LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN I
DPRD KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

J1. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JL. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PERSETUJUAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015,
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS
KODE ETIK DAN TATA BERACARA DAN
LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN I
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : SENIN
Tanggal : 23 Februari 2015

Waktu : 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

L JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Rembang
IL. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT

1. Pembukaan;

2. Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Alokasi
Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengan Tahun
Anggaran 2015;

3. Pengambilan Persetujuan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;



4. Penyampaian Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan
Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara;

5. Pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode
Etik dan Tata Beracara;

6. Permintaan Persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD
tentang Kode Etik ‘dan Tata Beracara;

7. Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan I masing-

masing Dapil;

8. Penutup.
IV. PIMPINAN RAPAT
1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
Y. SEKRETARIS RAPAT
1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
VI. JUMLAH ANGGOTA
1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang
2. Fraksi Demokrat : 8 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 8 orang
5. Fraksi Gerindra : 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera - : 4 orang
7. Fraksi Harapan : 4 orang
Jumlah : 45 orang
VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 10 orang

2. Fraksi Demokrat : 7 orang



3. Fraski Kebangkitan Bangsa : 6 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 6 orang
5. Fraksi Gerindra : 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : 4 orang
7. Fraksi Harapan : 3 orang
Jumlah : 41 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : - orang
2. Fraksi Demokrat : 1 orang
3. Fraski Kebangkitan Bangsa : - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 2 orang
5. Fraksi Gerindra : - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera : - orang
7. Fraksi Harapan : 1 orang

Jumlah : 4 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu’alaikumWr. Wh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Rembang

Yang saya hormati  Sekretaris DPRD beserta staf



Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah
SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin tanggal 23
Februari 2015 kita dapat berkesempatan melaksanakan rapat paripurna
dalam dalam keadaan sehat wal’afiat. Sesuai hasil rapat Badan
Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 9 Februari 2015 dalam
rapat paripurna ini terdapat 3 (tiga) agenda pokok yakni Pengambilan
persetujuan terhadap alokasi dana bantuan keuangan provinsi Jawa
Tengah bersifat umum, Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD tentang
Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan menjadi Peraturan
- DPRD dan Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan |

Tahun 2015 masing-masing Daerah Pemilihan.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD
Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 41 orang.

Pada Pasal 80 ayat (1) huruf ¢ Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang dijelaskan bahwa “Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabifa
rapat dihadiri oleh lebih dari ¥ (satu perdua) jumlah anggota DPRD

untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil persetujuan

atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil
keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati,
memberhentikan pimpinan DPRD, menetapkan peraturan daerah dan

APBD”.

Dengan demikian rapat paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.



Selanjutnya dengan mengucap “Bismillahirrohmanirrohim” tepat

pukul 13.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan

terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan yang terhormat.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya

bacakan susunan acara dalam rapat paripurna ini selengkapnya adalah

sebagai berikut :

[U—
.

Pembukaan;

Penyampaian Laporan Badan Anggaran Atas Alokasi Anggaran
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah bersifat umum;
Pengambilan Persetujuan Atas Alokasi Anggaran Bantuan
Keuangan Provinsi Jawa Tengah bersifat umum:;

Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan Peraturan DPRD
tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan;
Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan
DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan;
Permintaan Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD menjadi
Peraturan DPRD;

Penyampaian Laporan Hasil Reses Masing-masing Daerah
Pemilihan;

Penutup.

Merujuk Pasal 74 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD



Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang, bahwa pimpinan rapat setelah membuka rapat
memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukgn
kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat.

Berkaitan dengan hal tersebut telah diterima beberapa surat penting
diantaranya adalah :

1. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131.33/275/0TDA Tanggal 30 Januari 2015 Perihal Penjelasan
Mengenai Rapat Paripurna Pemberhentian Wakil Bupati Rembang
dan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang Menjadi Bupati
Rembang;

2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/001434 Tanggal 9
Februari 2015 Perihal Penjelasan Mengenai Rapat Paripurna
Pemberhentian Wakil Bupati Rembang dan Pengangkatan Wakil
Bupati Rembang Menjadi Bupati Rembang;

3. Surat Wakil Bupati Rembang Nomor : 180/0336/2015 Tanggal 17
| Februari 2015 Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Bupati

Rembang.

Yang mana inti dari ketiga surat tersebut adalah permintaan agar
DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan pemberhentian Bupati
Rembang atas nama Saudara H. MOCH. SALIM berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan sekaligus mengusulkan
pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa
masa jabatan tahun 2010-2015.

Untuk memenuhi permintaan dan ketentuan tersebut maka dengan ini

saya umumkan :



1. Pemberhentian Saudara H. MOCH. SALIM dari jabatannya sebagai
Bupati Rembang Masa Jabatan Tahun 2010-2015 sebagaimana
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
131.33-4685 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberhentian
Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah;

2. Mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati
Rembang sisa masa jabatan 2010-2015.

Selanjutnya pengumuman pengusulan pengangkatan Wakil Bupati
menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan 2010-2015 ini, akan
diusulkan oleh Ketua DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Gubernur Jawa Tengah untuk pengesahannya.

Bapak ibu yang terhormat,

Marilah kita masuk acara kedua yakni Penyampaian Laporan
Badan Anggaran Atas Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Tengah Bersifat Umum. ‘
Perlu kami sampaikan sebelumnya , bahwa berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada APBD Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2015 bersifat umum sebesar 106.596.000,- (
- Seratus enam juta Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ) dan
bersifat khusus sebesar Rp. 50.220.523.000.- ( Lima puluh milyar Dua
ratus dua puluh juta Lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah ).
Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

dijelaskan bahwa penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus



~ dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
Berpedoman pada Pasal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang telah
melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 39
tahun 2014 Tanggal 23 Desember 2014 tentang Penjabaran APBD
Kabupaten Rembang yang ditampung dalam LRA Pemerintah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana surat PIt. Bupati Rembang
Nomor : 903/0170/2015 Tanggal 23 Januari 2015 perihal Pemberitahuan
yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

Adapun untuk alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengéh
kepada Pemerintah Kabupaten Rembang bersifat umum sebesar Rp.
106.596.000,- ( Seratus enam juta Lima ratus sembilan puluh enam

ribu rupiah ) adalah terdiri dari :

1. Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah Tera
dan Tera Ulang sebesar Rp. 53.983.000,- ( Lima puluh tiga juta
Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ); dan

2. Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah Izin
Usaha Perikanan sebesar Rp. 52.613.000,- ( Lima puluh dua juta

Enam ratus tigabelas ribu rupiah ).

Sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa untuk bantuan
keuangan bersifat umum penganggarannya adalah dilakukan dengan
~persetujuan DPRD Kabupaten/Kota . Atas dasar hal tersebut dan
menindaklanjuti surat Plt. Bupati Rembang Nomor 903/0169/2015

Tanggal 23 Januari 2015 perihal Permohonan Persetujuan, dengan



merujuk jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, Komisi B
DPRD telah melaksanakan rapat pendalaman alokasi dana bantuan
bersifat umum bersama SKPD terkait pada tanggal 16 Februari 2015,
dilanjutkan Penyampaian laporan komisi atas pendalaman alokasi
- bantuan keuangan Provinsi jawa Tengah bersifat umum sebesar
Rp. 106.596.000,- ( Seratus enam juta Lima ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah) dalam rapat Badan Anggaran bersama dengan Pimpinan

Komisi B.

Selanjutnya  kepada Sekretaris Badan Anggaran dipersilahkan

untuk menyampaikan laporannya.

LAPORAN BADAN ANGGARAN =
» (Laporan Badan Anggaran tentang Bantuan Keuangan Provinsi
Jawa Tengah terlampir ) |

Terimakasih Sdr. Drs. Achmad Mualif atas penyampaian laporannya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuk acara ketiga yakni Pengambilan Persetujuan Atas
Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa T engah bersifat
umum.

Baru saja tadi kita dengar bersama laporan Badan Anggaran Atas Alokasi
Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah
Kabupaten Rembang bersifat umum sebesar Rp. 106.596.000,- ( Seratus
enam juta Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Selanjutnya
apakah nantinya alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima
oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana yang dilaporkan oleh

Badan Anggaran dapat disetujui atau tidak tergantung dari rekan-rekan



anggota dalam memberikan persetujuan dalam rapat paripurna ini. Untuk

itu saya tawarkan kepada saudara-saudara :

==== “ Apakah Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Bersifat
Umum sebesar Rp. Rp. 106.596.000,- ( Seratus enam juta Lima ratus

sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana laporan Badan

Anggaran dapat disetujui ? “ ==—

=====SETUJUUU ====
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuk acara keempat, yaitu ” Laporan Badan Kehormatan
atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata
Beracara di Badan Kehormatan”.

Kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap orang
anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,
kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. Berdasarkan hasil rapat Badan
Musyawarah DPRD pada tanggal 9 Februari 2015 disepakati bahwa
Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di
Badan Kehormatan dalam penyusunannya dilakukan oleh Badan
Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang. Dengan merujuk jadwal yang
ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 9 Februari 2015 ,
Badan Kehormatan telah menyiapkan Rancangan Peraturan DPRD
tentang Kode Etik dan Tata Beracara dengan berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. Yang kemudian



pada tanggal 12 Februari 2015 bersama dengan Badan Pembentukan
Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang dilakukan sinkronisasi
rancangan peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara

tersebut.

Untuk selanjutnya kepada Ketua Badan Kehormatan dimohon

untuk menyampaikan laporannya. Dipersilahkan.

LAPORAN BADAN KEHORMATAN ==
» (Laporan Badan Kehormatan tentang Kode Etik dan Tata

Beracara terlampir )

Terimakasih atas laporannya.

Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuk acara yang kelima yaitu “ Penyampaian
Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode
Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan “.

Agar pelaksanaan penyampaian pendapat fraksi ini dapat berjalan
dengan tertib, saya minta kepada juru bicara dari masing-masing fraksi

yang ditunjuk untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

l. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : HM. Mursyid, ST

2. Fraksi Demokrat : Mugiyarto, ST

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Wasiman

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : M. Bahaud Duror, SPI
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya . Puji Santoso, SP. MH
6. Fraksi Karya Sejahtera : H. Ismari, SH

7. Fraksi Harapan : Sukarmain



Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

====== PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI =====—=

» ( Pendapat Fraksi- Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan
DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan
Kehormatan terlampir )

PENDAPAT FRAKSI
PERSETUJUAN |
NO | NAMA FRAKSI SETUJU SETUJU TIDAK SETUJU |
DENGAN
_ CATATAN
1 Fraksi Partai Persatuan N
Pembangunan
2 | Fraksi Demokrat N
3 | Fraksi Partai v
Kebangkitan Bangsa
4 | Fraksi PDI Perjuangan v
Nasdem
5 Fraksi Partai Gerakan v
: Indonesia Raya
6 | Fraksi Karya Sejahtera N |
7 | Fraksi Harapan N

Terimakasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas

penyampaiannya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuk acara keenam vyaitu “ Permintaan Persetujuan

Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD “.

Dari penyampaian pendapat masing-masing fraksi sebenarnya

sudah dapat kita simpulkan apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang



Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan hasil kerja Badan
Kehormatan dapat disetujui menjadi Perda atau ditolak. Namun
berdasarkan aturan, bahwa disetujui atau tidaknya Rancangan Peraturan
DPRD menjadi Peraturan DPRD tergantung dari keputusan anggota
DPRD dalam memberikan persetujuan. Untuk itu saya tawarkan kepada
sudara-saudara Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna hari
ini :
“ Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan
Tata Beracara di Badan Kehormatan dapat disetujui menjadi
Peraturan DPRD ? “.

SETUJUUU ====
( Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui )

( Ketuk palu 1 kali )

Rapat Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuk acara ketujuh yang merupakan agenda
terakhir dalam rapat paripurna ini yaitu “ Penyampaian Laporan Hasil

Reses Masing-masing Daerah Pemilihan “

Dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (5) Peraturan DPRD Nomor 1 tahun
2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa “ Masa
Reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau
kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap
aspirasi masyarakat”. Dan pada Pasal 66 ayat (6) dijelaskan bahwa “
Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat
laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses
yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna
”. Berkenaan hal tersebut, agar di dalam penyampaian laporan dapat

berjalan tertib dan lancar, maka kepada Saudara yang akan



menyampaikan Laporan hasil Reses baik dari Dapil 1 s/d Dapil 7

dipersilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

Dapil 1 Saudara : Muhammad Zaenuri
Dapil 2 Saudara : Puji Santoso, SP. MH
Dapil 3 Saudara : Zaimul Umam NS
Dapil 4 Saudara : Muhammad Anshori
Dapil 5 Saudara : Ayu Ardiyah Mayasari
Dapil 6 Saudara : M. Bahaud Duror, SPI
Dapil 7 Saudara : Henry Purwoko, SPd

A o e

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Pelapor Daerah Pemilihan |

s/d 7 dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya.

===—==—LAPORAN HASIL RESES

Terima kasih kepada Saudara-saudara yang telah menyampaikan Laporan

Hasil Reses-nya.

Selanjutnya Laporan Hasil.Pelaksanaan Reses akan ditelaah oleh
Pimpinan DPRD,  kemudian disampaikan kepada Sdr. Plt. Bupati
Rembang sebagai bahan kajian dalam penyusunan program - program
pembangunan dan Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran yang akan datang.



Rapat Dewan Yang Berbahagia,

Agenda-agenda dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui
bersama, dengan demikian selesai sudah Rapat Paripurna hari ini, terima
kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam

saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucap “ Alhamdulillaahirobbil ‘alamin *

tepat pukul 15.15 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan
ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalaamu’alaikum Wr. Wh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA, SEKRETARIS,
H. MAJID KAMIL MZ Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011



LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG

PERSETUJUAN ALOKASI BANTUAN
KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2015, PERSETUJUAN RANCANGAN

PERATURAN DPRD ATAS KODE ETIK DAN
TATA BERACARA DAN LAPORAN HASIL
RESES MASA PERSIDANGAN I DPRD
KABUPATEN REMBANG

’ m

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;

LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Laporan Badan Anggaran
atas Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengan Tahun
Anggaran 2015;

LAMPIRAN III : Penyampaian Laporan Badan Kehormatan atas
Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik
dan Tata Beracara;

LAMPIRAN IV : Pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan
DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara;

LAMPIRAN V : Rancangan  Peraturan DPRD  Kabupaten
Rembang Nomor ....... Tahun 2015 tentang Kode
Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN VI : Rancangan  Peraturan DPRD  Kabupaten
Rembang Nomor ....... Tahun 2015 tentang Tata
Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang;



LAMPIRAN VII

LAMPIRAN VIII

LAMPIRAN IX

LAMPIRAN X

LAMPIRAN XI

LAMPIRAN XII

LAMPIRAN XIII

: Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 2 Tahun

2015 tentang Pelaksanaan Reses Masa
Persidangan [ ( Pertama ) DPRD Kabupaten
Rembang Tahun 2015;

: Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Persetujuan  Penggunaan Alokasi Bantuan
Keuangan Bersifat Umum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015;

: Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Usul Pengangkatan Wakil Bupati Rembang
Menjadi Bupati Rembang Sisa Masa Jabatan
2010- 2015;

: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 131.33/275/ OTDA tanggal 30 Januari
Tahun 2015 perihal Penjelasan Mengenai Rapat
Paripurna Pemberhentian Wakil Bupati Rembang
dan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang
menjadi Bupati Rembang;

: Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/

001434 Tanggal 9 Februari 2015 Tahun 2015
Perihal Penjelasan mengenai Rapat Paripurna
Pemberhentian Wakil Bupati Rembang dan
Pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi
Bupati Rembang;

: Surat Bupati Rembang Nomor 180/ 0336/ 2015

Tanggal 17  Februari 2015 Perihal
Pemberitahuan Bupati Rembang;

: Laporan Hasil Reses Masa Persidangan 1|

Masing- Masing Daerah Pemilihan.



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

HARIUTANGGAL : SENIN, 23 FEBRUARI 2015
PUKUL :09.30 WIB

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN | KET
= - S— s 5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN )

1 |H. MAJID KAMIL MZ Ketua DPRD

2 [SUGIHARTO Anggota

3 |HM.MURSYID, ST Anggota

4 |ZAIMULUMAMNS Anggota

5 |MOKHAMAD ZAENURI Anggota

6 [SULISTYO WETIARIANI 1 Anggota
7 |HENRY PURWOKO, $.Pd B Anggota
_8 |MOHAMMAD ANSHORT Anggota
_9 |HSUPADI Anggota

10 |NUR HASYIM - Anggota

FRAKSI DEMOKRAT

11 |H. GUNASIH, SE Wakil Ketua DPRD |
12 |EDIKARTONO, S.Pd, MH ' Anggota
_13 |IMRO’ATUS SOLICHAH, SE, MH Anggota
_14 |Hj. HIKMAH PURNAMAWATI Anggota
15 |Ir. H.SUNARTO - Anggota

16 |H. ISLAHUDDIN Anggota

17 |[H.HARNO,SE Anggota
_18 |[MUGIYARTO, ST Anggota

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
B BANGSA e e
19 [M.BISRICHOLILLAQUF | Wakil Ketua DPRD 19 j\ oz
20 |MOHAMMAD IMRON  Anggom | v 5
Bt PREAS, Anggota |21 pp "z
_22 |SHOLEH,BA Anggotn | (S 2 .
L JWASBMAN | 1 Anggota 23 .
_ 24 [MUHAMMAD ASNAWL, S Pdi Anggota / 24
Vv




0 NAMA JABATAN LANDA LAIVUAN s
_WHF_R@_!SSI__PDI PERJUANGAN NASDEM B - -
5 |RIDWAN,SH,MH Wakil ketua DPRD 25
%6 [JASMANI Anggota
27 (WIDODO - Anggota
28 |ALIIRCHAM, ST o . Anggota
29 |[SUMARSIH - Anggota
30 |DONNY KURNIAWAN, SE, MM Anggota
31 |FRIDA IRIANI - - Anggota
32 |IMUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi Anggota
FRAKSI PARTAI GERINDRA
33 [HERIKURNIAWAN.SE ; Anggota
34 |H. CHASANUDDIN Anggota
35 |PUJI SANTOSO, SP, MH Anggota
36 |H. YUDIANTO,SH B Anggota
37 |AYU ARDIYAH MAYASARI Anggota
FRAKSI KARYA SEJAHTERA
38 |H. ISMARI, SH - Anggota
_39 |GATOT PAERAN, SH MSi -~ Anggota
40 |H.JOKOSUPRIHADLSH = | _ Anggota
41 |CATUR WINANTO, SH Anggota
FRAKSI HARAPAN
42 |H. M. NURHASAN, SH, MH Anggota
_43 |SUKARMAIN Anggota
_44_|SAHNINGSIH, SE Anggota
45 |PARAMITA PRAPANCA AN.R, SPd Anggota
Keterangan :
11 : jjin
2 S: Sakit
3 C: Cuti

4 DL : Dinas Luar
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
J1. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
' REMBANG
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-
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LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS ALOKASI ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
( BANTUAN UMUM SEBESAR Rp. 106.596.000,00 )

PENDAHULUAN :

. bahwa untuk Pengalokasian anggaran bantuan keuangan Propinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2015 ( Bantuan Umum sebesar
Rp. 106.596.000,00 ) sesuai dengan Surat PIt. Bupati Rembang tangga'l 23
Januari 2015 Nomor 903/0169/2015, Perihal Permohonan Persetujuan,

perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[N

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

DASAR.

1. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang pada hari Senin

tanggal 9 Pebruari 2015 ;

2. Rapat Badan Anggaran bersama Pimpinan dan Anggota Komisi B pada hari

Senin tanggal 16 Pebruari 2015.
HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan

untuk Pengalokasian anggaran ‘bantuan keuangan Propinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2015 ( Bantuan Umum sebesar Rp. 106.596.000,00 ),
Sepakat dan Setuju untuk menerima anggaran tersebut yang rinciannya

terdiri dari :

1. Belanja Bantuan Keuangan bersifat Umum dari Retribusi Daerah Tera dan
Tera Ulang sebesar Rp. 53.983.000,00 ( Lima Puluh Tiga Juta Sembilan
Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah ) digunakan dalam Program
perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Kegiatan
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan
konsumen kode Rekening 2.06.01.15.01 pada Perindagkop dan UMKM

Kabupaten Rembang dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai 4.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 12.358.000,00
Belanja Modal 37.375.000,00

bahwa hasil pembahasan tersebut dilaporkan oleh Badan Anggaran pada



2. Belanja Bantuan Keuangan bersifat Umum dari Retribusi Daerah Izin
Usaha Perikanan sebesar Rp. 52.613.000,00 ( Lima Puluh Dua Juta Enam
Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah ) digunakan dalam Program pengembangan
perikanan tangkap Kegiatan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan kode
Rekening 2.05.01.21.17 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Rembang dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Badan An
membahas Rancangan Pengalokas

2.625.000,00
46.988.000,00
3.000.000,00

ggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam
lan anggaran bantuan keuangan Propinsi

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 ( Bantuan Umum sebesar
Rp. 106.596.000,00 ).

Ketua,

Rembang, 16 Pebruari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

Sekretaris,f

Pembina [Utama Muda
NIP. 196208D4 198803 1 011



LAPORAN BADAN KEHORMATAN
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR ....
TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG DAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR .... TAHUN
2015 TENTANG TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG
Tanggal : 23 PEBRUARI 2015

e o R A e B B B A T e R e R S T i i i i

Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yahg saya hormati Sekretaris DPRD besrta Staffnya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Rasa syukur alhamdulillah selalu terucap kepada Allah SWT yang telah
melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua dan hanya kepadanNYA
kita selalu memohon ampunan atas segala khilaf yang kita lakukan, dan kita semua
diberikan nikmat yang yaitu kesehatan kita semua, sehingga kita dapat mengikuti

Rapat Paripuna pada hari ini.

Dan kami ucapkan Terimakasih kepada Pimpinan Rapat atas waktu dan tempat
yang diberikan pada kami untuk melaporkan hasil Pembahasan Badan Kehormatan
DPRD dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor ....
tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Rancangan Peraturan
DPRD Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dan kami
ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Badan Kehormatan dan Jjuga
Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah

meluangkan waktunya untuk dapat menyelesaikan Rancangan ini.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berikut ini akan kami laporkan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan
Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Tata
Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenahg Badan Kehormatan DPRD Kabupaten
Rembang hasil dari Pembahasan kami.

1. DASAR
1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah .

%
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2. PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah diubah dengan Peraturan
DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang.

2. BADAN KEHORMATAN
Susunan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai

berikut :
e GATOT PAERAN SH MSi : Ketua
o EDI KARTONO SPd MH : Wakil Ketua
e NUR HASYIM : Anggota
e H. SHOLEH, BA : Anggota
e SUMARSIH : Anggota

3. PEMBAHASAN

a. Waktu Pembahasan

Pembahasan Badan Kehormatan DPRD dalam membahas Rancangan
Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Kode
Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Rancangan Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Tata Beracara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten
Rembang sesuai dengan jadwal yang telah diberikan kepada kami
dilaksanakan pada hari selasa s/d kamis, tanggal 10 s/d 12 Pebruari 2015
dan syukur Alhamdulillah pembahasan kami laksanakan hanya  dalam 1
( satu ) hari dan selesai dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 12 Pebruari
2015 Rapat Pimpinan Badan Kehormatan bersama Badan Pembentukan
Peraturan Daerah dalam rangka Sinkronisasi Rancangan Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD
Kabupaten Rembang dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang
nomor ... tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang.

b. Hasil Pembahasan
[. Perubahan kami lakukan atas Draft Rancangan Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Kode Etik DPRD
Kabupaten Rembang, adapun Perubahannya sebagai berikut :

%
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(1). Konsideran pada Mengingat pada Draf yang berbunyi :

1

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam  Lingkungan  Propinsi Jawa
Tengah ;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaran
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Némor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik;

Undang-Undang Nomdr 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,_ dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan,;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Konsideran pada Mengingat setelah pembahasan berbunyi sebagai
berikut

1.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam  Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah ;
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2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaran
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik;

S. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahar Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Peraturan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang.

(2 ). Pada BAB I pada angka 8 dari awal berbunyi :
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I1.

Kode Etik DPRD, selanjtitnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib
dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk
menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD ;

Pada BAB I pada angka 8 setelah pembahasan diubah menjadi :

Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib
dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk
menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas DPRD

Kabupaten Rembang ;

(3). Pada Pasal 3 berbunyi :
Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan

kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap
wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya kepada bangsa, negara,
dan masyarakat

Pasal 3 setelah pembahasan diubah menjadi :

Kode Etik bertuyjuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra,
kewibawaan, dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam
melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya

kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

(4 ). Pasal 4 huruf d berbunyi :
d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
Pasal 4 setelah pembahasan diubah menjadi :
d. memiliki integritas tinggi , jujur, prestasi, dedikasi, dan loyalitas tidak
tercela;
( S). Pasal 7 huruf b berbunyi :
b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama
anggota.
Pasal 7 huruf b setelah pembahasan diubah menjadi :
b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama
anggota DPRD.
Pembahasan Perubahan pada Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang
nomor .... tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, adalah sebagai berikut :
secara garis besar kami juga mengubah pada konsiderannya dan juga
menambahkan S ( lima ) lampiran pada Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang.
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Adapun hasil akhir sebagaimana yang telah diterima melalui E-mail dan
juga foto copy yang telah saudara - saudara terima.

Demikian laporan dari kami Badan Kehormatan dalam membahas
Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015
tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Rancangan Peraturan DPRD
Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dan telah
kami sinkronisasikan Rancangan tersebut dengan Badan Pembentukan
Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang.

Dan mohon maaf apabila dalam laporan kami ada salah dan khilaf.
Terimakasih.
Wassalamualaikum. Wr. Wb

Rembang, 23 Pebruari 2015

BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Ketua Wakil Ketua

GATOT PAERAN SH, MSi EDI KARTONO, SPd MH
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FRAKSI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD

KABUFATEN REMBANG
Sekretariat : il. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Rembang

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DPRD
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP

PANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK DAN TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN
DPRD KAB. REMBANG

SENIN, 23 Februari 2015

Dibacakan oleh : Mokhamad Zaenuri

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.
Selamat pagi dan salam sejzhtera bagi kita semua .

BISIILLAHIRROHALANTRROHIAT

. Alhamdulillahi Robbil a’lamir, ashoiatu wassalamu a’la Asyrofil Ambiyai
walmursalim, Sayyidina warnaulana Muhammadin, wa’ala alihi
@  \wasohbihi ajama’iin... Ama ba’du...

Yang kami hormati :



1.Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten
Rembang
2.Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf

-
-—

Syukur Alhamdullilah kami ucapkan Kehadirat Allah SWT.
Bahwa di pagi ini kita masih diberi Rahmat, hidayah,berupa
kesehatan, keselamatan sehingga kita masih dapat bertemu.
dalam Rapat Paripurna Penvampaian Pendapatan Fraksi Partai
Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Peraturan DPRD
tentang kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan
DPRD Kabupaten Rembang tahun 2015.

Sidang Dewan yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pendapat Ahkir ini, kami fraksi
Partai Persatuan Pembangunan, memberikan Apresisasi kepada
reken-rekan Badan Kehormatan , yang telah bekerja keras,
sehingga pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD
tentang kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan untulk
disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Sidang Dewan yang berbahagia.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohim kami
‘raksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui _dan
nenerima Rancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan -
lata Beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang
intuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Tentang Kode Etik
lan Tata Beracara di Badan kiehormatan DPRD Kabupaten
Rembang tanun 2015.

Demikian pendapat akhir fraksi Partai Persatuan
’embagunan, tentang kode Etik dan Tata Beracara di



Badan Kehormatan DPRD Kebupaten Rembang ini kami
sampaikan, akhirnya kepada Saudara ketua dan para
wakil ketua DPRD serta Sekretaris Dewan beserta Staf,
kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon
maaf atas segala kekurangannya.

Wassafamu alakeim WH. W

Rembang, 23 Februari 2015

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

SEK @ARIS

ZAIMUM UMAM. NS




PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA

DI BADAN KEHORMATAN DPRD

KABUPATEN REMBANG

PARTAI DEMOKRAT,

FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG

Rembang, 23 FEBRUARI 2015
Dibacakan oleh : Hj. HHKMAH PURNAMAWATI, SH.
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PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
KODE ETIK DAN TATA BERACARA
Di BADAN KEFHORMATAN DPRD
KABUPATEN REMBANG

SENIN, 23 FEBRUARI 2015
Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATI, SH.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;
Yang kami hormati :

1. Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
2. Sekretaris DPRD

Sebagai insan yang bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah
terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT
Tuhan Yang Maha pemurah dan penyayang yang telah melimpahkan
rahmat dan anugrahnya kepada kita sekalian, Sehingga pada hari ini
kita masih diberi kesempatan urituk dapat menghadiri rapat paripurna
DPRD Kab. Rembang dengan membahas rancangan peraturan DPRD
tentang kode etk dan tata beracara di Badan Kehormatan dalam

keadaan sehat wal afiat tidak ada kurang satu apapun,



Sidang Dewan yang terhormat,

-

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Kami Fraksi Demokrat tidak
lupa mengucapkan selamat tahun baru imlek 2566 bagi yang
merayakannya, Semoga ditahun-tahun  yang akan  datang
persaudaraan antar umat beragama di Kab. Rembang tetap terjaga
dengan baik den Perbedaanlah yang membuat kita rukun dan damai

serta kehidupan masyarakat berjalan dengan baik pula,

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Dalam kesempatan ini pula kami Fraksi Demokrat Menyetujui

Rancangan Peraturan DPRD Tentang kode etik dan tata beracara di
SBadan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, mudah-mudahan
kedepan kita semua anggota DPRD Kabupaten Rembang Bertambah

baik walaupun selama ini sudah baik,

Demikian pendapat fraksi demokrat ini kami sampaikan, akhirnya
kepada saudara Ketua dan para wakil ketua DPRD serta segenap
Anggota Dewan yang terhormat, Kami ucapkan terima kasih telah
mengikuti dengan seksama penyampaian ini. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk,
bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan

negara.

Terima kasih, kurang lebinnya saya mohon maaf
Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.



Rembang, 23 Februari 2015

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPA7TEN REMBANG

e



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
WWembela Yang Benar

PENDAPAT FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE
ETIK DAN TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN REMBANG

disampaikan oleh. WASIMAN
Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Senin 23 Februari 2015

Assalamu ‘alaikum wr wb.

Yang kami hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Mengawali Pendapat Fraksi ini Perkenankanlah Kami FPKB Menghaturkan Puji
Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat Taufiq dan Hidayahnya
sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati Karunia dan rahmat-

NYA. Sholawat dan salam Senantiasa kita haturkan Kepada Baginda Nabi Besar
Muhammad SAW.

Perkenankan Kami FPKB pada sidang Paripurna hari ini Meyampaikan Pendapat
Fraksi Tentang Kode etik dan tata beracara di Badan Kehormatan dalam keadaan
sehat Wal afiat tidak ada kurang satu apapun,

Sidang Dewan Yang terhormat,

Dengan kesempatan yang berbahagia ini, kami FPKB tidak lupa mengucapkan
Selamat hari Pers dan selamat tahun baru Imlek 2566 bagi yang merayakan,
Semoga ditahun - tahun yang akan datang persaudaraan antar Umat Beragama di
Kabupaten Rembang tetap terjaga dengan baik dan Perbedaanlah yang membuat
kita rukun dan damai serta kehidupan masyarakat berjalan dengan Baik pula.



Sidang Dewan yang kami muliakan,

Dalam kesempatan ini pula kami FPKB Menyetujui Rancangan Peraturan DPRD
Tentang Kode Etik dan tata beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten
Rembang, mudah-mudahan kedepan kita semua Anggota DPRD Kabupaten
Rembang Bertambah baik walaupun selama ini sudah Baik,

Demikian Pendapat FPKB ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara Ketua dan
para Wakil Ketua DPRD serta segenap Anggota Dewan yang terhormat, Kami
ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini. Semoga
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk,
bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab membangun Masyarakat, bangsa dan Negara.

Sekian Kurang Lebihnya mohon maaf yang sebesar - besarnya.

Wallahul Muwaffiq llaa Aq Wamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 23 Februari 2015

Sekretaris



FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
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PENDAPAT FRAKSI

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

Rancangan Peraturan tentang Kode Etik Dan Tata Beracara Badan Kehormatan

Dibacakan Oleh :

Aésalamu’alaikum warohmatu!_lahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua
MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadil;an Negeri Rembang

Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang _

Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang

Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang
Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadirat lllahi Robbi yang telah memberikan kesempatan,
kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan
berbagai berkah sehingga dipagi ini- kami mampu menghadirkan Pendapat Fraksi PDI
Perjuangan Nasdem terkait Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara
Badan Kehormatan ( BK ) DPRD kabupaten Rembang

Kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem pada intinya menerima dan menyetujui Rancangan

Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan tata Beracara Badan Kehormatan ( BK) yang telah
digjukan.

Dan kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendukung dan menyetujui Rancangan
Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan ( BK') untuk menjadi
Peratuaran DPRD Kabupaten Rembang.



Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terhadap rancangan peraturan DPRD
tentang Kode Etik dan tata Beracara Badan Kehormatan ( BK ) DRPD Kabupaten Rembang.

Billahi Taufiq wal Hicayah
Wassalamu alaikum warrrohmatullahi Wabarokatuh.

MERDEKA.I!

FRAKSI PDI NASDEM




PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG DAN TATA
BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN
KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PARTAI

F \

GERAKAN INDONESIA RAYA

REMBANG, 23 FEBRUARI 2015



FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA)
; DPRD KABUPATEN REMBANG
/ | J1.P.Diponegoro No.88 Rembang ( 0295) 691194 Kode Pos 59251

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG DAN TATA
BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN
KEHORMATAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Disampaikan oleh : Puji Santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 23 Februari 2015

Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Dewan beserta staffnya

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang, kami tiada lupa mengajak kita
semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan
karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripurna hari ini dengan baik dan lancar.
Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad
SAW.

Sidang Paripurna Yang Kami Hormati



Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang
Kode Etik DPRD kabupaten Rembang dan Tata beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi '
kepada Pimpinan dan anggota badan Kehormatan yang telah membahas sesuai dengan jadwal
yang telah ditetapkan.

Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia
Raya menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Kode Etik DPRD
kabupaten Rembang dan Tata beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang badan Kehormatan
DPRD Kabupaten Rembang yang telah dibahas dengan segala perubahannya untuk ditetapkan
menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Rembang.

Demikian pendapat akhir kami, Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan

maaf dan terima kasih. semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi

kita semua. Amiiin...

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Rembang, 23 Februari 2015

PUJI SANTOSO, SP. MH.
Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAIITERA
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PENDAPAT FRAKEI
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERA TURAN DPRD KAB.REMBANG
TENTANG KODE ETIK DPRD &
TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BK DPRD

Assalamu ‘alaikum wr. wb.

Pimpinan rapat, rekan-rekan Anggota DPRD serta Sekretaris Dewan dengan
segenap jajaran yang kami hormati.

Mengawali pendapat fraksi ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima
kasih atas kerja Badan Kehormatan DPRD yang telah mengolah 2 (dua) Rancangan

Peraturan DPRD yakni tentang Kode Etik DPRD & Tata Beracara Pezalaksanaan Tugas dan
Wewenang BK DPRD. -

Kalau beberapa waktu yang lalu kita telah menetapkan Peraturan DPRD tentang
Tata Tertib DPRD yang mengatur anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi (tupoksi) DPRD sebagai lembaga parlemen, maka kali ini kita menetapkan Kode
Etik DPRD yang mengatur atau menjadi pedoman berperilaku bagi anggota DPRD
terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Sedang Tata Beracara adalah rnekanisme
pengaduan olzh masyarakat atau pihak lain terhadap pelanggaran anggota DPRD dan
penyelesaian perkara oleh Badan Kehormatan. Maka secara singkat kami menyetujui,
kedua rancangan peraturan ini ditetapkan sekagai Peraturan DPRD Kabupaten Rembang
yang selanjutnya mengikat pada seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Sejalan dengan bahasan kita, kami ingin menyampaikan piweling dari orang tua
kita dahulu sbb: “Ajining diri gumantung ana kedaling lati, reganing sarira ana ing
busana lan agunging pribadi saka budi lan pakarti”. Demikian apabila ada hal-hal yang
kurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu ingkang samya pinanggih.

Wassalaru ‘alaikum wr. wb.

FRAKSI-KARYA SEJAHTERA

/QDP &KAB REMBANG
/ 7o) ;o




FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PENDAPAT FRAKSI
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DPRD
TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA

Dibacakan Oleh :

Sukarmain

Yang Terhormat,
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
Sekretaris DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu’alaikum Wr. Wh.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat
serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Fraksi

terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Kode Etik dan Tata Beracara adalah suatu aturan yang mengikat dan ditujukan

- agara masing-masing anggota DPRD berhati-hati dalam menjalankan setiap

kewenangan yang dimiliki. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif daerah yang
memiliki komitmen politik, moralitas dan profesionalitas. DPRD dapat menjadi
lembaga yang terhormat dan berwibawa, jika masing-masing anggotanya dapat
meningkatkan kualitas dirinya agar dapat menjalankan tugas pokok dan
fungsinya dengan baik. Kode Etik ini disusun (dan tentunya harus dipatuhi)
tidak untuk memberikan batasan-batasan normatif mengingat kewenangan .

yang dimiliki DPRD sangat besar dan luas cakupannya.



2. Berkaitan dengan tugas dan wewenang Badan Kehormatan, kami
mengharapkan Badan Kehormatan tidak saja mensikapi pengaduan-pengaduan
dari masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah melakukan upaya-upaya -
persuasif dalam pencegahan tindakan-tindakan anggota DPRD yang dapat
melanggar Kode Etik.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Harapan masyarakat terhadap institusi DPRD sangat besar, kami mengharapkan
kita bersama-sama dapat secara aktif mewujudkan harapan tersebut dan secara
bersama-sama pula meningkatkan kualitas diri. Demikianlah pendapat dari Fraksi
Harapan, kami mensepakati rancangan ini menjadi peraturan DPRD untuk

bersama-sama kita patuhi dan kita jalankan dengan baik.

Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Rembang, 23 Februari 2015

FRAKSI HARAPAN
DPRD KAB. REMBANG

Ketua Sekretaris

M. NUR HASAN SAHNINGSIH, SE



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JI. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282

REMBANG

DRAFT RANCANGAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR ......... TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang: a.

KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga
legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas,
dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna
mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif,
terpecaya dan berwibawa;

bahwa  anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat
harus bertanggung jawab kepada Bangsa, Negara,
masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan
tugasnya perlu memiliki landasan etik yang mengatur
perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan,
dilarang, atau tidak patut dilakukan;

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilgn
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 44 Tahun 2010
tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Mengingat

ey

Kabupaten Rembang, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode
Etik.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; ,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan



Menetapkan

10.

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Peraturan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah
diubah dengan Peraturan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Paragraf 1
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Rembang;
5. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai
Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan telah mengucapkan sumpah/ janji

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
6. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang;

7. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Rembang;

3



10.
1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib
dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk

menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas DPRD

Kabupaten Rembang ;

. Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang;

Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Anggota Keluarga adalah suami atau isteri dan anak anggota DPRD
Kabupaten Rembang;

Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD
Kabupaten Rembang untuk melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Rahasia adalah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang atau
akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya
apabila diberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak;

Sanksi adalah adalah hukuman yang diberikan kepada anggota DPRD
Kabupaten Rembang, karena melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik
dan Sumpah/janji;

Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik yang tidak terbukti
melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji;

Gratifikasi adalah pemberian barang, uang, dan/atau sesuatu lainnya yang
diberikan oleh orang, badan, dan/atau perusahaan kepada anggota DPRD

Kabupaten Rembang, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB 1I
MAKSUD DAN TUJUAN
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajibannya kepada

bangsa, negara, dan masyarakat.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3
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Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra,

kewibawaan, dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam

melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya

kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

BAB III
PENGATURAN
Paragraf 1
Sikap dan Perilaku Anggota DPRD
Pasal 4

Anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut :

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa;
menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
memiliki integritas tinggi , jujur, prestasi, dedikasi, dan loyalitas tidak
tercela;
menegakkan kebenaran dan keadilan;
memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan
suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari
kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau
kelompok.
Paragraf 2
Tata Kerja Anggota DPRD
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya anggota DPRD harus:
a. menjunjung tinggi profesionalisme sebagai anggota DPRD;
b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan
kesejahteraan masyarakat;
c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja,;
d. mengikuti seluruh agenda kegiatan DPRD kecuali berhalangan atas
izin dari pimpinan DPRD, pimpinan rapat dan/atau pimpinan fraksi;

e. menghadiri rapat secara fisik;



f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada
setiap rapat DPRD;

g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk
dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum:;

h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk
perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;

1. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan
dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak
dihadirinya kepada pihak lain; dan

k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas
alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

(2) Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i harus dengan kehadiran fisik di lokasi tujuan;

(3) Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya bersifat kolektif kolegial
sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD;

'(4) Setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD bertanggungjawab memimpin,
mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada anggota sesuai
dengan hasil kesepakatan rapat;

(5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD hendaknya menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar alat
kelengkapan lainnya;

(6) Setiap Anggota Alat Kelengkapan DPRD harus mentaati segala keputusan
yang telah ditetapkan ;

(7) Setiap laporan, aspirasi dan/atau disposisi dari pimpinan harus diolah di
internal alat kelengkapan DPRD terkait dan dipergunakan sebagai bahan
laporan lebih lanjut kepada pimpinan DPRD.

BAB IV
TATA HUBUNGAN
Pasal 6
Hubungan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
meliputi :
a. hubungan antar anggota DPRD;
b. hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah; dan

c. hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain.
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Bagian Kesatu
Tata Hubungan Antar Anggota
Pasal 7
Hubungan antar anggota DPRD adalah :
a. memelihara dan mempererat hubungan kerjasama yang baik; dan

b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama
anggota DPRD.

Bagian Kedua
Tata Hubungan dengan Pemerintah Daerah
Pasal 8
-Hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah adalah :
a. menjaga dan memelihara kemitraan yang baik ; dan

b. bersikap kritis, adil, jujur, proporsional, dan profesional.

Bagian Ketiga
Tata Hubungan dengan Masyarakat dan Pihak Lain
Pasal 9

Hubungan antara anggota DPRD dengan masyakarat dan pihak lain adalah :
a. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi

masyakarat;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah; dan
c. menjalankan kebersamaan agar dapat berkomunikasi secara sehat,

terbuka, dan produktif.

Pasal 10

Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan

(1) Dalam menjalankan tugas anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat,
tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik secara lisan maupun tertulis;

(2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan
disampaikan dalam rapat - rapat yang dituangkan dalam Tata Tertib
DPRD; _

(3) Di luar ketentuan sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (2) pernyataan
tersebut adalah sebagai pernyataan pribadi;

" (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, pertemuan

tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan
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(5)

(1)

(2)

(1)

sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD dengan mengatasnamakan

forum tersebut kepada publik;

Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan

harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan

kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 11
Kewajiban Anggota DPRD

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan,;

e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

g. menaati tata tertib dan kode etik;

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan
kerja secara berkala;

J. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
dan

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada
konstituen di daerah pemilihannya;

. menghadiri rapat-rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibanya.

Kewajiban menghadiri rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf 1 harus kehadiran secara fisik.

Pasal 12
Larangan Bagi Anggota DPRD
Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

b. hakim pada badan peradilan; atau



C. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian
Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari APBN/APBD.

(2) Dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga
pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,
notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan
wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD;

(3) Dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang
menerima gratifikasi;

(4) Melakukan pekerjaan/usaha lain yang biayanya berasal dari
APBN/APBD;

(5) Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan,
penyidikan, dan pengambilan keputusan lembaga penegak hukum untuk
kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;

(6) Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan
pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau
melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;

(7) Melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maks